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ABSTRACT 
 
This study aims to analyze and evaluate the process flow logic that guided the preparation of 
performance reports to Minister of PAN and RB No. 29 of 2010, difficulties in the preparation of 
performance reports and key performance indicators are result oriented. The method used in this study is 
using a qualitative method. Sampling This study used purposive sampling to select respondents who are 
expert  officials who are involved and there is a direct relationship in the process of preparing 
performance reports Pangkalpinang. Methods of data collection in addition to study the document using 
semi-structured interviews and questionnaires. Performance evaluation and analysis using Blue print 
with Friedman's Four quadrant approach. Based on the analysis of four quadrant attribute that most of 
the key performance indicators in government performance reports document attachments 
Pangkalpinang still a quantity of 59% means the efforts undertaken new activities is the quantity of effort 
but has not been followed by the quality of the efforts of only 3%. While the performance indicators that 
describe the result by 38%. So the outcome performance indicators Government Pangkalpinang largely 
not based measure outcomes or benefits that can be felt by the public / customers. 
Keywords: Evaluation, Reports, Accountability, Performance. 
1. PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kinerja aparatur yang profesional maka, 
dilakukan reformasi birokrasi agar dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik 
(good governance) di pusat maupun di daerah. Implikasi terhadap tuntutan reformasi 
dalam berbagai aspek ekonomi yang lebih luas dan nyata harus diberikan kepada 
pemerintah daerah dan organisasi sektor publik lainnya. Perubahan tersebut begitu cepat 
dirasakan oleh institusi pemerintahan daerah. Pertama, kehadiran regulasi baru (terkait 
otonomi daerah) „memaksa‟ pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan diri agar 
dapat mengakomodir regulasi baru tersebut. Kedua, ekspektasi publik terhadap 
pemerintah daerah semakin meningkat seiring dengan eforia reformasi dan terbukanya 
informasi sehingga begitu banyak kesempatan bagi publik untuk mengetahui, 
mengikuti, menilai dan kemudian mengkritisi program-program yang dijalankan oleh 
pemerintah daerah (Akbar et al. 2010).  
Salah satu permasalahan yang melanda organisasi pemerintah pada saat ini 
adalah pola pikir atau mindset aparatur pemerintah bahwa ukuran keberhasilan 
/kegagalan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi hanya terfokus pada kemampuan 
instansi dalam menyerap anggaran yang telah dialokasikan. Selanjutnya keberhasilan 
instansi hanya ditekankan pada aspek input tanpa melihat tingkat output maupun 
dampaknya yang masih jauh dari standar (BPKP dalam Bastian, 2006). 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan salah satu bentuk 
pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan maupun kegagalan terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Hal ini diatur dalam Instruksi 
Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 
Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja  instansi pemerintah berbasis hasil…. Firman 
Rahmadoni dan Erwandi 
54 
 
kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (pasal 2). Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah instrumen yang digunakan instansi 
pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atas 
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dari misi organisasi yang terdiri dari berbagai 
komponen yang merupakan kesatuan dimulai dari proses perencanaan strategik, 
perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, implementasi kinerja, pelaporan kinerja dan 
evaluasi kinerja. Keselarasan, kesesuaian informasi dan konsistensi. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi proses Evaluasi 
atas LAKIP dengan Berbasis Hasil di Pemerintah Kota Pangkalpinang yang 
berpedoman kepada Permeneg PAN dan RB nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman 
Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 
selanjutnya penelitian ini juga menganalisis apa yang menjadi kendala dalam 
penyusunan LAKIP di Kota Pangkalpinang, dan terakkhir penelitian ini bertujuan untuk 
mengevaluasi indikator kinerja utama pada LAKIP Pemerintah Kota Pangkalpinang 
berbasis hasil (result oriented goverment). 
 
2. TINJAUAN PUSTAKA 
Tinjauan dari Institutional Theory (Teori Kelembagaan) 
DiMaggio dan Powell (1983) mempertahankan bahwa konsep (institutional 
isomorphism) secara sederhana membagi dalam proses-proses koersif, mimetik dan 
normatif. Studi pengukuran kinerja dalam pemerintahan muncul sebagai akibat dari 
reformasi sektor publik oleh karena itu merujuk pada konsep isomorfisma kelembagaan 
(Pilcher, 2007). Teori kelembagaan menunjukkan bahwa organisasi mengejar legitimasi 
sesuai dengan tekanan isomorfisma dalam lingkungan mereka (Ashworth, et.al. 2009). 
 
Analisis Alur Logika (Logic Model Analysis) 
Penelitian ini menggunakan model pengukuran kinerja yang menggunakan analisis alur 
logika atau disebut Logic Model. Mcloughlin (1999) mengatakan bahwa logic model 
adalah suatu alat (tool) yang digunakan untuk menggambarkan kinerja dari suatu 
program yang ingin dijalankan, yang memberikan panduan khusus pada penggunaan 
dan pengembangan logic model.  
logic model sangat bermanfaat sebagai alat perencanaan guna merencanakan 
strategi pelaksanaan program pemerintahan agar tidak terjadi tumpang tindih program 
antar departemen dalam rangka mewujudkan good goverment governance.  
 
Analisis Performance Blueprint dengan Pendekatan OPM&M (Ongoing 
Performance Measurement and Management Approach)  
Model pengukuran yang dikembangkan saat ini adalah model logika dengan pendekatan 
Ongoing Performance Measurement and Management (OPM&M Approach). OPM&M 
merupakan pendekatan evaluasi dan perencanaan yang komprehensif dengan 
menggunakan model logika inovatif dan perluasan yang dikenal dengan nama 
Performance Blueprint. Model ini dikembangkan oleh Paul J.Longo untuk digunakan 
Appalacian Partnership for Welfare Reform (APWR) sejak tahun 1998. APWR 
merupakan program bantuan teknis dan riset terapan yang didanai oleh Departemen 
Tenaga Kerja dan Layanan Keluarga Ohio (ODJFS dan ILGARD - Ohio University, 
2002). 
Selanjutnya penggabungan Friedman”s four quadrant approach (2000) dalam 
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model performance blueprint juga menawarkan strategi transparan untuk 
mengidentifikasi dan memprioritaskan empat tipe pengukuran kinerja suatu output 
program yang berhubungan dengan upaya (effort) dan dampak (effect) serta terbagi atas 
kuantitas dan kualitas. Friedman (2005) mengatakan bahwa semua sistem akuntabilitas 
kinerja (performance acccountability) ditetapkan dengan cara ukuran (indikator) dan 
kualitas (quantity) dari upaya (effort) dan dampak (effect). Friedman menggabungkan 
dua perspektif ukuran kinerja yang berbeda tersebut untuk menghasilkan kategori antara 
lain sebagai berikut: 
1. Kuantitas upaya (quantity of effort) seberapa banyak pelayanan yang diberikan? 
2. Kualitas upaya (quality of effort) seberapa baik pelayanan yang diberikan? 
3. Kuantitas dampak (quantity of effect) berapa banyak pelanggan menjadi lebih baik? 
4. Kualitas dampak (quality of effect) berapa persen pelanggan menjadi lebih baik atau 
bagaimana mereka menjadi lebih baik? 
 
           Akuntabilitas 
Istilah akuntabilitas secara harfiah berasal dari istilah dalam bahasa inggris yaitu 
accountability yang berarti pertanggungjawab atau keadaan untuk 
dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas 
adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan 
kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki 
hak atau yang berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (LAN, 
2004).  
 Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pemegang amanah (agen) untuk 
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan me-ngungkapkan segala 
aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemberi amanah 
(principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta per-tanggungjawaban 
tersebut. Mardiasmo (2009) menerangkan bahwa akuntabilitas terdiri atas 2 (dua) macam 
yaitu: (1) Akuntabilitas Vertikal (vertical accountability) adalah pertanggung-jawaban 
atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban 
unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban peme-rintah 
daerah kepada pemerintah pusat, dan (2) Akuntabilitas Horizontal (horizontal 
accountability) adalah pertanggung-jawaban kepada masyarakat luas. 
 
Kinerja  
Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 
kegiatan/program/kebijak-sanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi 
organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu 
organisasi (Bastian, 2006). Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud 
dengan kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah 
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas 
terukur.  
           
           Indikator Kinerja 
Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan 
tingkat pencapaian kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan 
memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcomes), 
manfaat (benefit) dan dampak (impacts) (Bastian, 2006). 
 Untuk Indikator kinerja output dan outcomes, Longo (2004) menjelaskan 
Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja  instansi pemerintah berbasis hasil…. Firman 
Rahmadoni dan Erwandi 
56 
 
hubungan effort dan effect pada indikator kinerja output serta hubungannya dengan 
indikator outcomes, sebagai berikut: 
1. Indikator Kinerja Output: 
a. Ukuran upaya (effort): bagaimana efisiensi program dan ekuitas pelayanan  
secara spesifik diukur? 
b. Ukuran pengaruh (effect): bagaimana efektivitas program secara spesifik diukur, 
secara khusus, pengaruh aktual (actual impact) atas klien dan pelanggan dalam 
rangka perubahan pengetahuan, sikap, perilaku dan status yang dihasilkan oleh 
program yang diberikan penyedia jasa? 
2. Indikator Kinerja Outcomes 
a. Ukuran pelayanan (measures of service delivery outcomes): seberapa baik 
dan/atau untuk seberapa luas organisasi menyediakan layanan dengan 
memberikan contoh best practice, melakukan perbaikan berkelanjutan dan 
menjalankan nilai-nilai organisasinya? 
b. Ukuran hasil komunitas (measures of Community outcomes): apa lingkup 
dampak atas seluruh komunitas dengan program yang telah berjalan? 
Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah 
ditetapkan. Indikator kinerja dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama 
organisasi (critical success factors) dan indikator kinerja kunci (key performance 
indicator) (Mardiasmo, 2009). Indikator kinerja tiap unit organisasi berbeda-beda 
tergantung tipe pelayanan yang dihasilkan.  
 
Penelitian Sebelumnya 
Nusantoro dan Subiyantoro (2009) meneliti tentang Efektivitas Penerapan SAKIP di 
Kabupaten Tasikmalaya, penelitian ini menguji pengaruh penerapan SAKIP terhadap 
peningkatan kinerja pemerintah di Kabupaten Tasikmalaya setelah dikeluarkannya 
pedoman LAKIP tahun 2003 dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
efektivitas penerapan SAKIP. Hasil penelitian tersebut diketahui sejak dikeluarkannya 
pedoman LAKIP tahun 2003, penerapan SAKIP memberikan pengaruh signifikan 
terhadap peningkatan kinerja pemerintah Kabupaten Tasikmalaya secara keseluruhan. 
Nunik Supartini (2012) tentang Evaluasi Implementasi SAKIP studi kasus pada 
pemerintah Kotawaringin Barat. Penelitian ini melakukan  evaluasi atau penilaian 
terhadap tingkat Implementasi SAKIP pada LAKIP SKPD sebanyak 35 SKPD dengan 
berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010. Hasil dari penelitian tersebut bahwa Evaluasi 
Implementasi SAKIP di Kabupaten Kotawaringin Barat terbentuk 6 (enam) kelas 
implementasi yaitu kelas Buruk, Sangat Kurang Baik, Kurang Baik, Cukup Baik, Baik 
dan Sangat Baik dengan jumlah kelas frekuensi terbesar adalah pada kelas kurang baik 
yaitu 13 (tiga  belas) SKPD bahkan ada 3 (tiga) SKPD yang berada pada kelas buruk. 
Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pencapaian tingkat implementasi SAKIP 
pada LAKIP SKPD Kabupaten Kotawaringin Barat berada tingkat klasifikasi kurang 
baik sehingga sangat memerlukan asistensi dalam penyusunan LAKIP oleh BPKP. 
Terkait dengan analisis penyusunan indikator kinerja, Wuryandari (2012) menyatakan: 
1. Persepsi penyusun indikator kinerja di UGM terhadap pedoman umum penetapan 
indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah secara umum dapat 
dikatakan bahwa para penyusun indikator kinerja sangat memahami apa yang 
dimaksud dengan indikator kinerja sebagaimana yang tertuang dalam pedoman 
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umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah. 
2. Evaluasi atas penyusunan indikator kinerja menggunakan model performance 
blueprint menunjukkan hasil: indikator kinerja rutin sebagian besar masih bersifat 
delivery service yaitu masih berorientasi pada proses kegiatan dan indikator kinerja 
kegiatan pengembangan sudah lebih berorientasi pada Community outcome yaitu 
kegiatan sudah memberikan manfaat kepada pengguna layanan. 
 
Marvin (2012) mengevaluasi Penyusunan Indikator Kinerja Pada Pemerintah 
Kabupaten Bantul memberikan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul belum menunjukkan kesesuaian 
informasi (hubungan yang logis) mulai dokumen perencanaan hingga dokumen 
pelaporan dalam SAKIP. 
2. Indikator kinerja SKPD/unit kerja sebagian besar belum sepenuhnya menunjukkan 
indikator berbasis hasil (result-based performance indikator) dan Indikator kinerja 
SKPD/unit kerja sebagian besar belum sepenuhnya mendukung kinerja pemerintah 
Kabupaten Bantul. Hal ini ditunjukkan dengan masih ditemukan ketidakselarasan 
antara indikator kinerja SKPD (baik pada RENSTRA maupun LAKIP) dengan 
indikator sasaran Pemerintah Kabupaten Bantul. 
3. Hasil Evaluasi berdasarkan model performance blueprint dengan analisis four 
quadrant menunjukkan bahwa sebagian besar (90%) indikator kinerja program 
utama/kegiatan Pemerintah Kabupaten Bantul berorientasi output/aktivitas (service 
delivery outcome) dan belum berorientasi pada hasil/manfaat yang dapat dirasakan 
masyarakat (Community outcome).  
 
3. METODA PENELITIAN 
Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif pada objek yang 
akan diteliti. Sugiyono (2012) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian 
yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi objek 
secara alami dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 
generalisasi. 
 
Sumber Data  
Sumber data dalam penelitian ini adalah diambil dari Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) sebanyak 7 (tujuh) SKPD pada Pemerintah Kota Pangkalpinang yaitu antara 
lain Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang bagian Organisasi, Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan, Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas 
Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum. Alasan dalam memilih lokasi 
penelitian adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang merupakan salah satu Pemerintah 
Daerah yang telah melaksanakan INPRES No.7/1999 dan Keputusan Kepala Lembaga 
Administrasi Negara (LAN) Nomor: 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman Penyusunan 
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah diperbaiki dengan 
Keputusan LAN Nomor: 239/IX/6/8/2003.  
Data penelitian dan informasi yang dikumpulkan oleh penulis berupa data 
primer dan data sekunder antara lain: 
1. Data Primer, Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung melalui 
objek penelitian yaitu Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui kuesioner, 
wawancara semi terstruktur dan observasi. Pemilihan sampel penelitian ini 
Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja  instansi pemerintah berbasis hasil…. Firman 
Rahmadoni dan Erwandi 
58 
 
didasarkan pada metode purposive sampling, Selanjutnya dipilih SKPD yang 
merupakan organisasi yang memiliki TUPOKSI yang lebih luas dan adanya 
relevansi dengan topik yang akan diteliti, sehingga lebih dapat merepresentasikan 
satuan kerja dan memiliki keterkaitan dengan visi dan misi yang dituangkan dalam 
RPJMD Kota Pangkalpinang.  
2. Data Sekunder, data sekunder adalah data yang dikumpulkan  oleh penulis melalui 
studi kepustakaan yaitu dengan cara mempelajari buku-buku, literatur-literatur yang 
berhubungan dengan objek penelitian yang dipilih dan penelitian ini juga dilakukan 
dengan  pencarian data melalui internet dengan mengunjungi website yang ada 
relevansinya dengan penelitian ini. 
 
Teknik dan Analisis Pengumpulan Data 
Prosedur dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui riset lapangan dan riset 
kepustakaan sebagai berikut: 
Riset lapangan adalah riset yang dilakukan dengan mendatangi secara langsung 
unit kerja yang menjadi objek penelitian yaitu Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan 
mengambil SKPD yang terpilih menggunakan cara sebagai berikut: 
1. Dokumentasi 
Dokumentasi data dilakukan dengan cara mempelajari data dan informasi yang relevan 
terhadap penelitian dan bersumber dari objek penelitian. Dokumen tersebut meliputi 
antara lain: 
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 
b. Rencana Strategis SKPD (Renstra). 
c. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). 
d. Dokumen LAKIP Kota Pangkalpinang Tahun 2012. 
e. Dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan penelitian. 
 
2. Wawancara Semi Terstruktur 
Wawancara semi terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang 
memiliki keterkaitan dengan penelitian serta memiliki wewenang untuk memberikan 
data dan informasi. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara peneliti telah 
menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Wawancara 
dilakukan dalam rangka menggali dan menganalisis apakah LAKIP disusun telah 
menunjukkan alur logika (keselarasan, kesesuaian informasi antar dokumen 
perencanaan dengan pelaporan) serta kendala dalam penyusunan LAKIP dan apakah 
indikator kinerja utama dalam LAKIP telah berorientasi pada hasil. Adapun rencana 
pihak-pihak yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut: 
1. Sekretariat Daerah 
a. Kepala sub-bagian Ketatalaksanaan Setda Pemerintah Kota Pangkalpinang  
2.   SKPD 
a. Kepala sub-bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD. 
b. Staf bagian  Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan SKPD. 
3.  Kuesioner (Angket) 
Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
memberikan pertanyaan atau pernyataan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan 
dengan penelitian serta memiliki wewenang untuk memberikan data dan informasi 
dalam penelitian untuk dijawab. Dalam penggunaan kuesioner akan disesuaikan dengan 
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kebutuhan dalam penelitian. Riset kepustakaan adalah riset pengumpulan data dengan 
membaca hal-hal yang berhubungan dan ada keterkaitannya dengan masalah yang akan 
diteliti dalam rangka mengumpulkan informasi dibutuhkan. 
 
Thematic Analysis (Analisis Tema) 
Thematic analysis adalah analisis metode kualitatif yang digunakan untuk 
mengidentifikasikan, menganalisis dan menyajikan pola (tema) dalam data (Braun dan 
Clarke, 2006). Tema tersebut minimal dapat mendeskripsi dan menyempurnakan data 
secara detail, namun sering kali hal tersebut  memungkinkan interpretasi aspek-aspek 
lain dalam topik penelitian.  Tujuan dan manfaat analisis tematik adalah untuk 
memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitikberatkan pada gambaran 
tentang fenomena yang dikaji dengan merincinya menjadi variabel-variabel yang saling 
terkait. Harapannya adalah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena 
untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori. Penggunaan analisis tematik memungkinkan 
peneliti menemukan pola atau tema yang tampil secara acak dalam kumpulan informasi 
yang tersedia.  
 
4. ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN 
Ketidaksesuaian Perencanaan   Kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang 
Pemerintah Kota Pangkalpinang telah melakukan perencanaan kinerja instansi pada 
tingkat Pemerintah Kota dan tingkat SKPD, dengan menyusun berbagai dokumen 
perencanaan kinerja, antara lain: dokumen RPJMD, RENSTRA SKPD, RKT dan 
Penetapan Kinerja (TAPKIN) serta LAKIP. Ketidaksesuaian dan keselarasan antar 
dokumen kinerja mulai dari dokumen perencanaan, RPJMD, RENSTRA SKPD, 
RKPD/RKT dan TAPKIN sampai pada tingkat pengukuran dan pelaporan yang 
disajikan pada LAKIP Kota Pangkalpinang belum sepenuhnya menjadi acuan SKPD 
dalam menyusun dan merencanakan kinerja untuk masing-masing SKPD, sehingga hal 
tersebut masih menjadi permasalahan.  
 
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang 
Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang 
diformalkan dalam peraturan sebagai alat ukur keberhasilan entitas organisasi. Dari 
hasil pengukuran kinerja yang dilakukan masih belum dapat dimanfaatkan untuk 
pengendalian dan pemantauan kinerja. kondisi ini disebabkan antara lain: 
1. Rumusan indikator kinerja utama yang ada belum seluruhnya mengukur kinerja, hal 
ini disebabkan indikator-indikator tersebut tidak mengukur terhadap kinerja/hasil 
(outcome) yang dicapai dalam masing-masing sasaran strategis, sehingga hasil 
pengukuran yang dilakukan belum mencerminkan kinerja yang sesungguhnya 
2. Pemerintah Kota Pangkalpinang belum membangun sistem pengumpulan data 
kinerja secara memadai, tetapi masih bersifat adhoc pada saat penyusunan LAKIP 
 
Pelaporan Kinerja Pemerintah  Kota Pangkalpinang 
LAKIP Kota Pangkalpinang Tahun 2011 telah disampaikan kepada Presiden melalui 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, demikian juga 
LAKIP untuk SKPD telah disusun dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. 
Adapun dalam penyusunan LAKIP masih terdapat kelemahan antara lain: 
1. Informasi kinerja yang disajikan dalam LAKIP di tingkat Kota maupun tingkat 
SKPD masih sulit dimanfaatkan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan 
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program dan kegiatan instansi serta peningkatan kinerja selanjutnya dikarenakan 
belum adanya indikator-indikator kinerja yang terukur. 
2. LAKIP di tingkat Kota maupun tingkat SKPD belum menyajikan evaluasi dan 
analisis kemajuan (progress) capaian kinerja secara memadai yang seharusnya dapat 
menginformasikan capaian kinerja instansi 
3. LAKIP di tingkat Kota maupun tingkat SKPD belum menyajikan pembandingan data 
kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun-tahun 
sebelumnya (dalam periode RPJMD/RENSTRA) dan pembandingan lain yang 
diperlukan sehingga trend peningkatan kinerja dari tahun ke tahun dapat terlihat dan 
dapat dianalisis serta evaluasi 
4. LAKIP di tingkat SKPD tidak melaporkan/mendukung capaian kinerja yang 
dibutuhkan dalam LAKIP Pemerintah Kota, namun hanya melaporkan pelaksanaan 
kegiatan saja 
5. Minimnya informasi kinerja yang disajikan dalam LAKIP, dokumen tersebut sulit 
dimanfaatkan untuk bahan perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja 
selanjutnya 
 
Evaluasi Kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang 
Evaluasi kinerja internal/review terhadap LAKIP yang dilakukan oleh inspektorat Kota 
Pangkalpinang telah didukung dengan pedoman evaluasi yang memadai seperti tertuang 
dalam Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 25 Tahun 2012 tentang Evaluasi 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kendala yang ditemui di lapangan dalam 
melaksanakan evaluasi belum didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang 
memadai terutama dari segi kualitasnya. Evaluasi yang dilakukan terutama dalam 
penerapan sistem AKIP di tingkat SKPD belum memberikan rekomendasi perbaikan 
yang dapat dilaksanakan.  
 
Capaian Kinerja Pemerintah  Kota Pangkalpinang 
Pencapaian kinerja dinilai dari aspek pencapaian target dan keandalan data kinerja serta 
keselarasan antara kinerja output dengan kinerja outcome.  
Capaian kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang seperti dilaporkan belum optimal. Hal 
tersebut perlu diperhatikan dalam capaian kinerja antara lain: 
1. Sasaran strategis dan indikator kinerja belum seluruhnya tepat dan menggambarkan 
hasil/kinerja yang ingin dicapai 
2. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) belum diimplementasikan di 
lingkungan Pemerintah Kota dan unit organisasi di bawahnya secara baik 
3. Penilaian kinerja lainnya yang mencakup kinerja pencatatan keuangan, pelayanan 
publik, transparansi, integritas dan penghargaan yang diperoleh Pemerintah Kota, 
baik berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat 
Statistik maupun data lainnya. 
 
RINGKASAN DAN  PEMBAHASAN 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan salah satu bentuk 
pertanggungjawaban kinerja atas keberhasilan maupun kegagalan terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Hal ini diatur dalam Instruksi 
Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang 
kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (pasal 2). Menimbang bahwa 
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dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, 
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan 
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam 
pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.  
Evaluasi Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berbasis Hasil 
pada Pemerintah Kota Pangkalpinang, dilakukan dengan menganalisis tingkat 
keselarasan, kesesuaian informasi berdasarkan dokumen perencanaan dan pelaporannya 
dalam hal ini dokumen RPJMD, RENSTRA, RKPD/RKT dan LAKIP dengan analisis 
alur logika (logic model). Kemudian menganalisis kendala dalam penyusunan LAKIP, 
selanjutnya melakukan pemetaan indikator kinerja utama dalam LAKIP telah 
berorientasi kepada Hasil ke dalam empat kuadran (four quadrant) dengan model 
performance blueprint. Alat analisis yang digunakan dalam model performance 
blueprint penggabungan Friedman‟s four quadrant analysis. 
 
Tinjauan dari Institutional Theory (Teori Kelembagaan) 
Teori kelembagaan diasumsikan bahwa organisasi bersaing tidak hanya untuk sumber 
daya dan pelanggan tetapi untuk kekuasaan politik serta legitimasi kelembagaan. Oleh 
karena itu dari perspektif ini logika perubahan dalam sistem pengukuran kinerja yang 
dilembagakan dalam organisasi dilakukan dengan proses-proses koersif, mimetik dan 
normatif. Dalam penelitian ini ketiga proses tersebut terjadi yaitu:  
1. Koersif dapat disimpulkan bahwa perilaku organisasi dalam hal ini pemerintah Kota 
Pangkalpinang dalam menyusun dan melaporkan LAKIP baru sebatas memenuhi 
ketentuan/regulasi yang ada yaitu Permeneg PAN dan RB nomor 29 tahun 2010 
tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah. 
2. Mimetik dapat disimpulkan bahwa SKPD yang dinilai sudah cukup baik dalam 
penyusunan LAKIP maka dapat diikuti oleh SKPD yang lain yang masih banyak 
kendala dalam penyusunan LAKIP di masing-masing SKPD. 
3. Normatif dapat disimpulkan bahwa berbagai upaya telah dilakukan pemerintah 
daerah yang dimulai dari mengikutsertakan aparatur pemerintah untuk mengikuti 
pendidikan dan pelatihan penyusunan LAKIP baik secara formal maupun informal 
dengan harapan setelah melakukan hal tersebut dapat melakukan transfer knowledge 
bagi para aparatur yang lain. 
 
Analisis dan Evaluasi Alur Logika Dokumen Perencanaan sampai dengan  
Pelaporan 
Analisis dan evaluasi terhadap keselarasan, kesesuaian informasi dari dokumen 
perencanaan hingga pelaporan pada dokumen RPJMD, RKPD, TAPKIN dan LAKIP. 
Kemudian dilihat kesesuaiannya apakah ada perubahan seperti penambahan atau 
pengurangan sasaran strategis dan Indikator kinerja utama. Berikut gambar alur logika 
pengujian keselarasan kesesuaian informasi perencanaan sampai dengan pelaporan 
sebagai berikut: 
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Gambar 5.2 Alur Logika Pengujian Keselarasan, Informasi Dokumen 
Perencanaan  sampai dengan  Pelaporan 
 
 Analisis dan evaluasi alur logika atas sasaran perencanaan strategis dan indikator 
kinerja utama dilakukan dengan melihat hubungan yang logis (keselarasan, kesesuaian 
informasi dokumen perencanaan sampai dengan pelaporan) dalam RPJMD, RKPD, 
TAPKIN dan lampiran RKT pada LAKIP. Dokumen Perencanaan sampai dengan 
Pelaporan yang ada pada LAKIP belum menunjukkan keselarasan dan kesesuaian 
informasi berdasarkan analisis alur logika yang telah dilakukan terutama indikator yang 
terdapat pada dokumen RPJMD, sedangkan pada dokumen RKPD hanya disebutkan 
bahwa rencana sasaran strategis tetap mengacu pada dokumen perencanaan yaitu 
RPJMD. TAPKIN dan lampiran pengukuran kinerja pada LAKIP telah menunjukkan 
kesesuaian informasi antara sasaran strategis dan indikator kinerja utama.  
 
Analisis Kendala Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Pangkalpinang 
Hasil analisis terhadap permasalahan dan kendala dalam penyusunan LAKIP 
pemerintah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut: 
1.  LAKIP merupakan salah satu bagian dokumen pelaporan yang harus disiapkan oleh 
pemerintah daerah selain itu masih terdapat beberapa dokumen pelaporan antara lain 
Laporan Keuangan, Laporan Tri semesteran, Laporan semesteran, Laporan 
Penyelenggaraan Peme-rintah Daerah (LPPD), Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), 
yang harus disiapkan sehingga menyebabkan kurang fokusnya aparatur pemerintah 
dalam penyusunan dokumen pelaporan tersebut. 
2. Permasalahan kualitas dan kuantitas SDM meskipun telah dilakukan berbagai 
pendidikan dan pelatihan penyusunan LAKIP masih menjadi kendala yang cukup 
berarti. 
3. Persoalan mutasi yang tidak bisa dihindarkan sangat mempengaruhi dalam 
penyusunan dan penyampaian LAKIP dari masing-masing SKPD. 
4. Penyusunan dan penyampaian LAKIP belum sepenuhnya mengacu kepada aturan 
yang ada.  
5. Kebiasaan copy paste masih saja terjadi dikarenakan ingin mempercepat atau 
mempermudah penyampaian LAKIP sehingga LAKIP tahun sebelumnya yang masih 
banyak masalah, disampaikan kembali di tahun berikutnya sehingga terjadi persoalan 
yang berulang-ulang. Pada level LAKIP SKPD terjadi persoalan yang sama sehingga 
pada akhirnya dokumen LAKIP tersebut tidak dapat digunakan dalam penyusunan 
LAKIP Pemerintah Kota Pangkalpinang namun tidak semuanya sudah ada beberapa 
SKPD yang LAKIP cukup baik. 
6. Tim penyusun LAKIP Kota Pangkalpinang sering mengalami kesulitan dalam 
menggunakan data LAKIP yang ada pada masing-masing SKPD sehingga Tim harus 
mencari sendiri atau jemput bola dalam penyajian data informasi di LAKIP sehingga 
dari efektifitas waktu tidak efektif. 
RPJMD RKPD TAPKIN LAKIP
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7. Permasalahan lain adalah sejak tahun 2008 sampai sekarang LAKIP belum 
sepenuhnya dijadikan acuan atau bahan evaluasi untuk membenahi kinerja SKPD. 
 
Evaluasi Indikator Kinerja Utama dengan Performance Blueprint dan 
Penggabungan Friedman’s Four Quadrant  Approach 
Evaluasi atas indikator kinerja utama yang ada pada LAKIP pemerintah Kota 
Pangkalpinang dilakukan dengan menggunakan analisis Performance Blueprint dan 
penggabungan empat kuadran yang diadopsi dari model Friedman. Analisis model 
Performance Blueprint dimulai dengan mengidentifikasi dan menganalisis indikator 
kinerja utama yang dijadikan aspek utama dalam penyusunan LAKIP Pemerintah Kota 
Pangkalpinang. Analisis ini memetakan sasaran strategis dengan indikator kinerja utama 
ke dalam empat kuadran. Pada analisis ini dilakukan pengelompokkan  indikator kinerja 
utama pada lampiran dokumen LAKIP tahun 2012 Pemerintah Kota Pangkalpinang, 
kemudian pengelompokkan tersebut dituangkan dalam tabel yang dibagi menjadi empat 
kolom. Kolom tersebut merupakan pengelompokkan empat tipe indikator kinerja 
berdasarkan upaya (effort) dan hasil (effect) serta kuantitas (quantity) dan kualitas 
(quality) yaitu terdiri dari kolom kuantitas upaya (effort quality), kualitas upaya (effort 
quality), kuantitas hasil (effect quantity), dan kualitas hasil (effect quality). 
Identifikasi indikator kinerja utama ini juga dikaitkan dengan indikator kinerja 
outcome nya apakah output tersebut merupakan pengukuran dalam bentuk upaya (effort) 
yang dilakukan atau hasil (effect) yang diperoleh. Kemudian upaya atau hasil tersebut 
dibedakan lagi apakah ukuran atau targetnya dalam bentuk kuantitas atau kualitas. 
Kemudian disesuaikan dengan indikator outcome apakah merupakan manfaat kegiatan 
pelayanan (service delivery outcome) atau merupakan manfaat pada 
masyarakat/pelanggan yang dituju (community outcome). Secara umum, pertanyaan 
untuk mengidentifikasi output tersebut ke dalam empat kuadran Friedman adalah 
sebagai berikut: 
a. Kuantitas upaya (quantity of effort): seberapa banyak pelayanan diberikan? 
b. Kualitas upaya (quality of effort): seberapa baik pelayanan diberikan? 
c. Kuantitas hasil (quantity of effect): seberapa banyak pelanggan/masyarakat yang 
menjadi lebih baik? 
d. Kualitas hasil (quality of effort): berapa persen pelanggan/masyarakat yang menjadi 
lebih baik?  
Analisis empat kuadran tersebut memetakan seluruh indikator kinerja utama 
yang ada pada LAKIP Pemerintah Kota Pangkalpinang yaitu sebanyak  128 indikator 
kinerja utama. Hasil pemetaan dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja utama 
Pemerintah Kota Pangkalpinang yang menggambarkan kuantitas upaya dalam 
persentase (quantity of effort) sebesar 59% dapat di artikan bahwa Indikator Kinerja 
yang ada dalam LAKIP baru bersifat peningkatan jumlah dari setiap kegiatan yang 
dilaksanakan tetapi belum diikuti oleh kualitas upaya (quality of effort) yang hanya 
sebesar 3%. Indikator kinerja tersebut antara lain Nilai SAKIP dari target kategori “B” 
realisasi “C” dengan persentase 50%, reward dan sanksi aparatur target 5 kategori 
reward dan 10 sanksi, realisasi 10 kategori reward dan 8 sanksi dengan persentase 
120%, predikat laporan keuangan dari target WTP realisasi WDP dengan persentase 
50% dan skor indek kepuasan masyarakat dengan target 88 (baik) realisasi 87 (baik) 
dengan persentase 100%. Sedangkan indikator kinerja yang menggambarkan hasil 
(effect) sebesar 38% (quality of effect) dapat di artikan bahwa Indikator Kinerja yang 
ada dalam LAKIP baru bersifat persentase peningkatan dari setiap kegiatan yang 
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dilaksanakan. Indikator kinerja yang baik sesuai dengan kinerja pemerintah daerah yang 
berbasis hasil adalah indikator kinerja yang lebih menggambarkan hasil (effect) dengan 
menggunakan ukuran kualitas (quality). Jika dilihat dari prioritas indikator kinerja yang 
baik, maka jumlah indikator kinerja kegiatan yang ada di Pemerintah Kota 
Pangkalpinang adalah sebagai berikut: 
1. Kuantitas hasil (quantity of effect): 76  indikator kinerja 
2. Kualitas upaya (quality of effort): 4 indikator kinerja 
3. Kuantitas hasil (quantity of effect): 0  indikator kinerja 
4. Kuantitas upaya (quantity of effort): 48 indikator kinerja 
 
Proporsi persentase tipe indikator kinerja utama yang ada pada LAKIP  Pemerintah 
Kota Pangkalpinang dapat dilihat pada Gambar 5.4 berikut: 
 
 
 
Gambar 5.4  
Proporsi Persentase Indikator Kinerja Utama Pemerintah  
Kota Pangkalpinang 
 
Dilihat dari proporsi persentasenya, maka indikator kinerja output pemerintah Kota 
Pangkalpinang sebagian besar masih berupa indikator output kuantitas upaya yaitu 
sebesar 59% dari total indikator output. Dilihat dari performance blueprint, maka 
indikator kinerja output tipe ini akan menghasilkan indikator kinerja outcome yang 
berupa kegiatan pelayanan (service delivery outcome).  
Hasil pemetaan indikator output, maka didapat jumlah indikator outcome sebagai 
berikut: 
1. Indikator Outcome Kegiatan Pelayanan: 80 indikator kinerja 
2. Indikator Outcome Masyarakat: 48 indikator kinerja 
Dilihat dari proporsi persentase Outcome IKU dalam LAKIP dapat dilihat pada Gambar 
5.4.1 berikut:  
Quantity of 
Effort; 59%
Quality of 
Effort; 3%
Quantity of 
Effect; 0%
Quality of 
Effect; 38%
Persentase Tipe Indikator Kinerja Utama
(Analisis Empat Kuadran Friedman)
1 2 3 4
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Gambar 5.4.1  
Proporsi Persentase Outcome Indikator Kinerja Utama  
dalam LAKIP Pemerintah  
Kota Pangkalpinang 
 
sebagian besar indikator outcome  Pemerintah Kota Pangkalpinang masih berupa 
mengukur kepada kinerja pelayanan yang dilakukan organisasi (service delivery 
outcomes) yaitu sebesar 62% dari total indikator outcome. sedangkan manfaat/hasil 
yang diraih pelanggan/masyarakat (Community outcomes) hanya sebesar 38%. Padahal 
yang diharapkan dari kinerja pemerintah daerah pada saat ini adalah kinerja yang 
berbasis hasil (result oriented) dan memberikan manfaat/dampak pada masyarakat 
secara langsung.  
 
Tematic Analysis/Analisis Tema 
Hasil dari penelitian ini dapat dilakukan analisis tema bertujuan untuk mengetahui hal-
hal yang berkaitan dengan topik penelitian tersebut. Adapun analisis tema dengan topik 
Evaluasi atas LAKIP Berbasis Hasil pada Pemerintah Kota Pangkalpinang. LAKIP 
merupakan dokumen pelaporan yang harus disiapkan oleh aparatur pada setiap instansi 
pemerintah yang menunjukkan wujud tingkat keberhasilan/kegagalan kinerja dalam 
penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya sebelum pemerintah 
menyusun LAKIP terlebih dahulu melalui tahapan penyusunan Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).  
  Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat yang 
digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk 
mempertanggungjawabkan atas keberhasilan maupun kegagalan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan kepada publik baik secara vertikal maupun horizontal. Sistem itu sendiri 
meliputi dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan (RPJMD, RKPD, 
TAPKIN dan LAKIP) dan evaluasi atas capaian kinerja yang telah dilakukan. 
Dokumen-dokumen tersebut harus memiliki keterkaitan kesesuaian informasi dan tidak 
dapat dipisahkan agar dapat terlaksana dan tercapai dengan baik.  
  Unsur utama dari akuntabilitas adalah indikator kinerja. Indikator kinerja itu 
sendiri meliputi: perencanaan strategik, perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, 
persetujuan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Kinerja instansi 
pemerintah itu sendiri meliputi gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun 
tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang meng-
identifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan 
yang sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan sasaran 
Service 
Delivery 
Outcome
62%
Community 
Outcome
38%
Proporsi Persentase  Outcome IKU 
dalam LAKIP
1 2
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merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam tujuan 
yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dan tujuan sesuai 
kondisi apa yang ingin dicapai oleh setiap instansi yang telah ditetapkan sebelumnya. 
  
SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
Simpulan Penelitian 
Akhir dari bab penelitian ini dapat ditarik kesimpulan dan rekomendasi analisis 
terhadap Evaluasi atas LAKIP Berbasis Hasil pada Pemerintah Kota Pangkalpinang. 
Berdasarkan hasil ringkasan dan pembahasan pada bab VI sebagai berikut: 
1. Hasil analisis dan evaluasi atas LAKIP yang berpedoman kepada Permeneg PAN dan 
RB nomor 29 tahun 2010 pemerintah Kota Pangkalpinang belum menunjukkan alur 
logika (hubungan yang logis) mulai dari dokumen perencanaan sampai dengan 
pelaporannya dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan LAKIP pemerintah Kota 
Pangkalpinang antara lain:  
a. Banyaknya dokumen laporan selain LAKIP yang harus di buat atau disiapkan 
sehingga menyebabkan kurang fokusnya aparatur pemerintah dalam penyusunan 
dokumen pelaporan tersebut. 
b. Keterbatasan dari SDM masih menjadi kendala dalam penyusunan LAKIP. 
c. Persoalan mutasi yang tidak bisa dihindarkan sangat mempengaruhi dalam 
penyusunan dan penyampaian LAKIP dari masing-masing SKPD. 
d. Penyusunan dan penyampaian LAKIP belum sepenuhnya mengacu kepada aturan 
yang ada. 
e.  Kebiasaan copy paste masih saja terjadi dikarenakan ingin mempercepat atau 
mempermudah pekerjaan. 
f. Tim penyusun LAKIP Kota Pangkalpinang dalam penyajian data informasi  
sering mengalami kesulitan dalam menggunakan data LAKIP yang ada pada 
masing-masing SKPD sehingga Tim harus mencari sendiri sehingga tidak efektif. 
g. Sejak tahun 2008 sampai sekarang LAKIP belum sepenuhnya dijadikan sebagai 
acuan atau bahan evaluasi untuk membenahi kinerja SKPD. 
3. Hasil evaluasi indikator kinerja utama pada LAKIP berdasarkan model performance 
blueprint dengan analysis four quadrant menunjukkan bahwa sebagian besar 
indikator kinerja utama pada lampiran dokumen LAKIP Pemerintah Kota 
Pangkalpinang masih berupa kuantitas upaya (quantity of effort) sebesar 59% artinya 
kegiatan yang dilakukan baru bersifat kuantitas upaya (quantity of effort) tetapi 
belum diikuti oleh kualitas upaya (quality of effort) yang hanya sebesar 3%. 
Sedangkan indikator kinerja yang menggambarkan hasil (effect) sebesar 38% (quality 
of effect). Sehingga indikator kinerja outcome Pemerintah Kota Pangkalpinang 
sebagian besar belum berbasis hasil atau mengukur manfaat yang dapat dirasakan 
masyarakat/pelanggan (community outcome). 
 
Keterbatasan Penelitian 
Adapun keterbatasan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian ini hanya mengevaluasi atas LAKIP  dengan Berbasis Hasil pada 
pemerintah Kota Pangkalpinang atas proses keselarasan, kesesuaian penyusunan 
LAKIP antar dokumen perencanaan sampai dengan pelaporan dan tidak melakukan 
pengukuran dan evaluasi atas target dan capaian kinerja terhadap kinerja yang telah 
dilakukan. 
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2. Kendala khusus dalam penyusunan LAKIP dalam penelitian ini dapat terjadi pada 
Pemerintah Daerah lain di Indonesia, namun hasil penelitian ini hanya dapat 
disimpulkan untuk kondisi Pemerintah Kota Pangkalpinang. Hasil penelitian ini 
dapat juga dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam melakukan 
Evaluasi atas LAKIP Berbasis Hasil di pemerintah daerah lainnya. 
3. Penelitian ini hanya dilakukan atas dokumen RPJMD, RKPD, TAPKIN dan LAKIP 
tahun 2012 sehingga tidak dapat menganalisis kondisi penyusunan indikator kinerja 
utama yang merupakan aspek utama dalam dokumen LAKIP tahun berikutnya. 
 
Rekomendasi Penelitian 
Rekomendasi  dalam penelitian ini berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat 
menyarankan rekomendasi sebagai masukan untuk perbaikan kepada Pemerintah Kota 
Pangkalpinang dalam penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk 
melakukan hal-hal sebagai berikut: 
1. Dalam penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Pangkalpinang menggunakan kerangka 
berpikir logis (logic model) agar terlihat gambaran visual hubungan/ ke-terkaitan 
antara sasaran dan program/kegiatan yang dilaksanakan dan juga indikator di dalam 
pelaksanaan program/kegiatan tersebut mulai dari input, aktivitas, output, dan 
outcome yang harus dimulai dari dokumen perencanaan sampai dengan 
pelaporannya. 
2. Pemerintah Kota Pangkalpinang menggunakan Performance Blueprint sebagai alat 
bantu (tools) untuk meninjau ulang indikator kinerja yang telah disusun apakah 
sudah berorientasi hasil/manfaat yang dirasakan masyarakat (community outcome) 
dan bukan berorientasi manfaat kegiatan pelayanan (service delivery outcome).  
3. Proses penyegaran atau dalam istilah mutasi harus dilakukan secara transparan dan 
mempertimbangkan kompetensi SDM yang ada. 
4. Pejabat atau aparatur yang menduduki jabatan sebagai Kasubag. Perencanaan, 
Evaluasi dan Pelaporan di masing-masing SKPD minimal menduduki jabatan 
tersebut selama 1 (satu) periode RPJMD.  
5. Pemerintah Kota Pangkalpinang perlu menambahkan anggaran pada kegiatan 
penyusunan LAKIP di masing-masing SKPD agar dapat memberikan motivasi 
kepada aparatur yang melaksanakannya. 
6. Koordinasi yang efektif antar SKPD yang memiliki wewenang atau  yang sesuai 
dengan  tugas pokok dan fungsi dalam rangka memperbaiki sistem pengumpulan 
data informasi kinerja dengan tujuan pemahaman SDM meningkat. 
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